ABSTRAK

Iman Fadllurrohman: Kritik Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang
No. 8 Tahun 2016 Tentang Perkawinan Disabilitas Mental

Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling utama dalam
upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang
bisa terjaga dari apa yang diharamkan Allah. Para penyandang disabilitas sebagai
manusia normal yang juga dikaruniai hasrat seksual tentunya memiliki keinginan
untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat
wajar. Namun, dengan kekurangan mereka dikhawatirkan mereka akan sulit
menjalankan kehidupan bahtera kehidupan rumah tangganya.

Adapun tujuan dari penelitian disertasi ini adalah untuk mengetahui secara
dalam penerapan: Hukum Perkawinan Bagi penyandang Disabilitas mental menurut
Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, pemenuhan kewajiban isteri atau suami
penyandang disabilitas mental dalam perkawinan,  pelaksanaan perkawinan
penyandang disabilitas mental menurut UU Perkawinan di Indonesia, Tinjauan
Hukum Islam tentang perkawinan penyandang disabilitas mental.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori-teori
sebagai berikut: pertama, grand theory, digunakan teori : Teori Negara Hukum,
Kedua, untuk middle theory, Teori Efektivitas Hukum, Teori Keadilan Sosial dan
Teori Perlindungan Hukum. Ketiga untuk applicative theory, digunakan Teori
Maghasyid al-Syari’ah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah
penelitian kepustakaan (library research). Tekhnik pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi tentang perkawinan penyandang
disabilitas mental yang bersumber dari buku, artikel, majalah, surat kabar, atau
sumber kepustakaan lainnya, yang kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data
tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; 1) Bagi penyandang difabel mental
secara hukum perkawinan tetap sah dalam segi rukun dan tidak ada kerusakan atau
harus adanya pembatalan dalam segi syarat perkawinan. Karena bagi penyandang
difabel mental baik itu calon mempelai pria atau perempuan tidak adanya kreteria
harus sehat mental. Akan tetapi, dengan adanya kematangan mental ini diharapkan
tidak akan timbul kemadaratan dikemudian hari sehingga yang diperbolehkan
menikah hanyalah penyandang tipe ringan, 2) Perkawinan Penyandang Disabilitas
Mental tetap sah menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2106 dan tidak harus adanya
pembatalan dalam segi syarat perkawinan. 3) Dalam Pemenuhan kewajiban istri
penyandang cacat mental sebenarnya tidak sempurna jika harus di sesuaikan dengan
pemenuhan kewajiban istri secara normal. Karena ia dapat disebut orang yang terkena
beban hukum dan di bawah pengampuan, 4) Secara umum agama Islam tidak pernah
melarang perkawinan yang terjadi antar penyandang cacat mental hal ini mengingat
pada tujuan dasar perkawinan yaitu sebagai sarana menyalurkan hasrat seksual
dengan baik dan benar serta sebagai lembaga preventif terjadinya kefasikan dan
perzinaan. Akan tetapi, kaum disabilitas dalam hal perkawinan belum sepenuhnya
terlindungi karena mereka sangat bersiko atau rentan terhadap perceraian.
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ABSTRACTION

Iman Fadlurrohman: Islamic Legal Criticism Toward Implementation of Law
No.8 of 2016 Concerning Marriage of Mental Disability

Marriage is the most beneficial and most important way in realizing and
maintaining honor, because this marriage a person can be protected from what is
forbidden by God. People with disabilities as normal humans who are also blessed
with sexual desires certainly have the desire to bind themselves in the bonds of
marriage. This has become something very natural. However, with their shortcomings
it is feared they will find it difficult to carry out the ark life of their household life.

The purpose of this research is to know; the implementation of Marriage
Law for those with mental disabilities according to Law No. 8 of 2016, the fulfillment
of the obligations of the wife or husband of persons with mental disabilities in
marriage, the implementation of marriage for persons with mental disabilities
according to the Marriage Law in Indonesia, Review of Islamic Law on marriage of
persons with mental disabilities.

To answer research questions, the researcher has used the following
theories: first, grand theory is the rule of law, Second, the intermediate theory is
effectiveness of legal theory, social justice theory and legal protection theory. Third,
the applicative theory is Maghasyid al-Shari’ah.

The research method that has used is library research. Data collection
techniques in this study were carried out through the study of documentation of
married people with mental disabilities referenced the books, articles, magazines,
newspapers, or other sources.

The results of this study indicate that; 1) For persons with mental
disabilities, legally, the marriage remains valid in terms of harmony and there is no
damage or there must be cancellation in terms of the conditions of the marriage.
Because for people with mental disabilities, either the prospective groom or bride, the
absence of criteria must be mentally healthy. However, with this mental maturity it is
hoped that there will be no fatality in the future so that only people with mild types
are allowed to marry. 2) Marriages with Mental Disabilities are still valid according to
Law No. 8 of 2106 and there is no need to cancel the terms of marriage. 3) In
fulfilling the obligations of a wife with a mental disability, it is actually imperfect if it
must be adjusted to the fulfillment of the wife's obligations normally. Because he can
be called a person who is subject to legal burden and under interdiction, 4) In general,
Islam has never prohibited marriages that occur between persons with mental
disabilities, this is considering the basic purpose of marriage, namely as a means of
channeling sexual desire properly and correctly and as an institution. preventive
wickedness and adultery. However, people with disabilities in terms of marriage have
not been fully protected because they are very at risk or vulnerable to being divorced.



